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ABSTRACT
The purpose of this paper is to examine and identify the problems that are the source of conflict over 
local elections in Talaga Raya District. This research focuses on conflicts that occur before and after 
local elections. By using a descriptive method and a case study approach, the results of the study 
showed that the conflict over the regional head election in Talaga Raya District originated from the 
Difference in Choice, Misunderstanding, Some Parties were disadvantaged and feeling sensitive. In 
addition, the conflict of local election which took place before and after the election had implications 
for the conflict over the control of fresh water sources which resulted in horizontal and vertical 
conflicts. Besides this conflict has also brought its own wisdom with the increase in the source of 
clean water which had only been one to three sources. Based on these results it can be said that 
besides bringing down the negative impacts of the conflict it can also bring down positive impacts in 
the Talaga Raya sub-district community. Therefore, in terms of conflict resolution, the government 
should be able to minimize the conflict as early as possible so it does not drag on so that it does not 
lead to physical conflict.
Keywords: Resolution, Conflict, Election, Regional Head.
lokal dan merupakan penerapan kebijakan 
pemerintah pusat. Masa orde baru pasti 
tidak menemukan hal baru ini, jadi sekarang, 
pemimpin daerah tidak lagi diputuskan dan 
ditunjuk oleh pemerintah pusat dan bahkan 
tidak dipilih di masing-masing daerah oleh 
anggota DPRD, tetapi langsung dipilih oleh 
masyarakat setempat, untuk menegakkan 
proses demokrasi di negara ini secara 
keseluruhan. Sejak jatuhnya rezim Orde Baru, 
secercah harapan untuk demokrasi semu 
mulai muncul di benak rakyat Indonesia. 
Segera setelah otonomi daerah ditetapkan, 
pemilihan kepala daerah (pilkada) secara 
langsung tampaknya menjadi menu utama 
pemerintah pusat dengan niat rakyat 
Indonesia untuk bersiap memasuki babak 
baru era demokrasi. Menariknya, ini tidak 
hanya berjalan dengan kabar baik, tetapi 
juga tampaknya membayangi demokratisasi 
Indonesia lebih dari sebelumnya sejak 
pemilihan umum diadakan.
Berkaitan dengan hal itu, banyak konflik 
yang terjadi selama atau setelah pemilihan, 
i. PEndaHULUan
Demokrasi lokal adalah bagian dari 
subsistem politik negara yang kekuasaannya 
berada di jalur pemerintah daerah. Demokrasi 
lokal di Indonesia adalah bagian dari demokrasi 
yang memberikan kesempatan kepada 
pemerintah daerah untuk mengembangkan 
kehidupan hubungan lingkungan pemerintah 
daerah dengan masyarakat. Di Indonesia, 
transformasi dunia politik sejalan dengan 
produk hukum, demokrasi, dan perubahan 
kebebasan pers terus berkembang. Pengenalan 
UU No 32 tahun 2004 sebagai pengganti UU 
No 22 tahun 1999, yang juga menyerukan 
lahirnya pemilihan kepala daerah langsung 
di berbagai wilayah Indonesia, diharapkan 
dapat mengubah strategi reformasi yang 
lebih demokratis.
Dalam pelaksanaan undang-undang, 
kemampuan untuk membuat para pemimpin 
lokal memutuskan pemerintah daerah melalui 
pemilihan langsung adalah kesempatan 
untuk mencapai ambisi nasional. Pemilukada 
langsung adalah sistem budaya demokrasi 
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terutama konflik horizontal antara 
masyarakat yang mendukung pasangan calon. 
munculnya antagonisme politik, yang juga 
dapat dinyatakan sebagai wujud dari konflik 
menjadi dua kategori. Yang pertama adalah 
penelitian manusia, seperti kecerdasan 
emosi dan mental dan kerja kolektif tertentu, 
seperti pengaruh etnis, perbedaan kelas 
sosial dan faktor sosial budaya lainnya. 
Pada tingkat individual, munculnya konflik 
berkaitan dengan bakat alami yang ada pada 
manusia. Dalam  realitasnya di masyarakat 
akan dijumpai individu yang satu ternyata 
mempunyai bakat yang lebih daripada individu 
yang lainnya, dan dengan kelebihan bakatnya 
tadi maka yang bersangkutan mempunyai 
peluang yang lebih untuk memperoleh dan 
menduduki kekuasaan. Selain bakat alami, 
munculnya konflik berkaitan juga dengan 
kecenderungan-kecenderungan psikologis. 
Dalam masyarakat dapat dijumpai seseorang 
individu yang mempunyai kecenderungan 
untuk memerintah atau mendominasi 
individu yang lainnya, dan individu yang 
disebut belakangan ini kemungkinan 
mempunyai kecenderungan untuk sedikit 
banyak menerima keadaan diperintah atau 
didominasi.
Sifat konflik dapat terjadi di mana-mana, 
seringkali orang tidak pernah mengharapkan 
atau bahkan meramalkan konflik, dan itu 
dapat terjadi tanpa rencana atau dugaan, 
serta efek yang akan menyebabkan konflik 
manusia tidak dapat diantisipasi. Perselisihan 
diselesaikan segera untuk mencegah 
konsekuensi yang tidak diinginkan dari 
konflik dan untuk mengancam kerusakan 
harta benda dan nyawa. Langkah-langkah 
untuk menyelesaikan konflik diharapkan 
untuk mencegah penyebaran konflik dan 
mengarah pada konsekuensi buruk dalam 
kehidupan sosial. Kondisi ketegangan masih 
terjadi selama fase komunikasi yang dapat 
ditemukan dalam kehidupan. Ketegangan ini 
selalu terjadi  dalam kehidupan masyarakat 
Buton Tengah pada kehidupan sehari-hari 
mereka, dengan timbulnya konflik mendadak 
yang dapat mengganggu hubungan antar 
komunitas.
Ketegangan di Buton Tengah terutama 
disebabkan oleh konflik politik sebagai 
akibat dari pemilihan lokal dan parlemen. 
Temuan studi lapangan menunjukkan bahwa 
banyak orang di Buton Tengah berbenturan 
dengan tetangga hanya karena pilihan yang 
bertentangan di pemilihan Bupati dan DPRD, 
dan konflik itu biasanya berlanjut sampai 
ada kegiatan yang dapat menghasilkan 
penyelesaian konflik antara kerabat dan 
tetangga.  Hal ini pula yang terjadi di 
Kecamatan Talaga Raya, dimana para 
pendukung calon kepala daerah telah terjadi 
konflik sebelum pemilukada dilaksanakan. 
Konflik ini dipicu oleh perbedaan dukungan 
dalam masyarakat, sehingga konflik dalam 
masyarakat Talaga Raya telah mengarah 
kepada perselisihan antar kerukunan 
keluarga, perselisihan antara anak dan orang 
tua, serta terjadinya sekat-sekat antar dusun 
dalam masyarakat. 
ii. MEtOdE PEnELitian
Penggunaan metode penelitian terutama 
ditujukan untuk mengkomunikasikan teknik 
yang digunakan dalam penelitian. karya 
ini menggunakan pendekatan deskriptif 
kualitatif yang berfokus pada suatu unit 
tertentu dari berbagai fenomena. Dari ciri 
yang demikian memungkinkan studi ini 
dapat amat mendalam dan demikian bahwa 
kedalaman data yang menjadi pertimbangan 
dalam penelitian model ini (Bungin, 2011:68). 
Dalam pendekatan ini, individu tidak boleh 
memisahkan individu atau organisasi menjadi 
variabel atau teori dalam kasus ini, tetapi 
mereka harus melihatnya sebagai bagian dari 
pendekatan keseluruhan.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini yaitu : (1) Wawancara Mendalam (indepht 
Interview), Agar informasi yang diperoleh tidak 
hanya dipermukaan maka pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara mendalam. 
Melalui penelitian kualitatif, wawancara 
mendalam disusun untuk mengeksplorasi 
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data yang lebih terperinci dan mendalam 
untuk meningkatkan keakuratan informasi 
yang dikumpulkan. Wawancara jenis ini tidak 
dilakukan dengan cara yang kaku, tetapi 
dengan pertanyaan yang unik untuk masalah 
ini, untuk memberikan informasi yang sangat 
rinci. Kebebasan ini dapat menyampaikan 
integritas informan, khususnya yang 
menyangkut pikiran, sikap, dan kepercayaan 
informan, dalam menyajikan informasi yang 
benar. (2) Observasi adalah Objek penelitian 
yang dilakukan untuk mengetahui keadaan 
sebenarnya dari objek penelitian adalah 
observasi langsung. Nasution telah mengklaim 
bahwa pengamatan adalah landasan sains dan 
ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan 
bukti, yaitu fakta tentang sifat pengamatan. 
Bukti untuk pengamatan diberikan dalam 
bentuk penjelasan yang akurat, hati-hati dan 
teliti dan konteks dari keadaan di lingkungan, 
aktivitas manusia dan situasi sosial (Nasution, 
1988:56).  (3) Dokumentasi, Teknik ini 
merupakan suatu cara untuk memperoleh 
data tertulis melalui literatur yang telah ada, 
dengan teknik ini diperoleh jenis dan sumber 
data yang sifatnya sekunder, dikumpulkan 
dari bahan-bahan laporan, dan perundang-
undangan yang berkaitan dengan sumber-
sumber konflik dampak dan penyelesaian 
konflik. 
III. PEMBAHASAN
Penelitian ini adalah hubungan antara 
studi konflik yang berbeda pada pilkada 
terakhir. Dikatakan karena tidak sedikit 
tulisan dan hasil penelitian tentang topik 
terkait dilakukan di dalam dan luar negeri 
oleh para akademisi dan praktisi. Beberapa 
kajian yang menyerupai itu adalah penelitian 
yang dilakukan oleh Surwandono dan Witri 
Elvianti tahun 20081, dalam penelitian ini 
kedua penulis menyimpulkan bahwa pilkada 
langsung berimplikasi pada biaya politik 
lokal yang ditanggung oleh pemerintah dan 
masyarakat lokal. Penelitian serupa juga telah 
dilakukan oleh Andi Nurmadina Tahun 2012 
1  Menakar Dampak Pilkada Langsung 
yang membahas tentang Resolusi Konflik Pasca 
Pilkada Tahun 2010 di Kabupaten Gowa Sulsel. 
Hasil pemilihan kepala daerah pasca konflik 
yang dimenangkan oleh pasangan Ikhsan 
Yasin Limpo, yang diduga memiliki ijazah, 
membuat Andi Nurmadina menyimpulkan 
bahwa konflik tersebut disebabkan oleh 
ketidakpuasan salah satu pasangan calon. 
Resolusi konflik harus diselesaikan dengan 
Arbitrase dimana KPU Kabupaten Gowa akan 
merujuknya ke KPU provinsi dan Mahkamah 
Konstitusi akan memutuskan.
Penelitian lain tentang bentuk resolusi 
konflik dalam pilkada kasus di pilkada 
Yogyakarta dan Jepara pernah dilakukan oleh 
Ikhsan Darmawan. KPUD di kedua daerah 
biasanya hanya melakukan tugasnya sebagai 
penyelenggara kegiatan Pilkada. Namun 
dalam upayanya untuk menyelesaikan 
perbedaan dalam pemilihan lokal di kota 
Yogyakarta, relatif terhadap Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Jepara, komisi pemilihan 
kota lebih inovatif. Ini bisa dilihat dalam 
jajak pendapat dan pertemuan dengan para 
pemangku kepentingan Kota Yogyakarta. 
Dalam penyelesaian perselisihan, faktor yang 
disoroti oleh KPUD di kedua daerah adalah 
konstitusional. Ini bisa dilakukan karena 
faktanya kedua KPUD tidak akan mengajukan 
pengaduan dari pihak lawan. Komite Pemilihan 
Distrik Jepara menggunakan strategi resolusi 
konflik yang banyak digunakan seperti 
konsultasi, pertemuan, dan nasihat hukum 
dengan pihak-pihak yang diperebutkan. 
Selanjutnya, Komisi Pemilihan Kota 
Yogyakarta berupaya menggunakan beberapa 
pendekatan penyelesaian konflik yang 
berbeda di luar proses penyelesaian konflik 
yang biasanya dilakukan, seperti melakukan 
pemungutan suara dan mengadakan 
pertemuan dengan para Kepala RW di seluruh 
Kota Yogyakarta. Metode resolusi konflik yang 
digunakan dalam Pemilihan Kota Yogyakarta 
adalah konsiliasi dan arbitrasi. Efisiensi 
kedua metode ini sangat tinggi. Konsiliasi, 
mediasi, dan arbitrasi adalah metode yang 
digunakan untuk menyelesaikan konflik 
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dalam pemilihan Kabupaten Jepara. Konsiliasi 
dan mediasi memiliki tingkat efektivitas yang 
rendah, sementara arbitrase memiliki tingkat 
efektivitas yang tinggi.
Penelitian lain dilakukan oleh  Tri Hendra 
Wahyudi dan Moh. Fajar Shodiq Ramadlan 
tentang Pembiaran Pada Potensi Konflik dan 
Kontestasi Semu Pemilukada Kota Blitar: 
Analisis Institusionalisme Pilihan Rasional. 
model   manajemen   konflik pada Pemilukada 
di Kota Blitar lebih tepat disebut sebagai 
‘model pembiaran’ oleh penyelenggara 
Pemilu,   Pemerintah   Daerah dan  pihak 
kepolisian.  Pembiaran  ini berlindung di 
bawah dalih; di satu sisi, Pemerintah Daerah 
dan Kepolisian tidak memiliki kewenangan 
intervensi atas proses Pemilukada, sementara 
di sisi lain KPUD dan Panwaslu merasa tidak 
mendapatkan amanat dari Undang-undang 
untuk mengemban peran sebagai mediator/
inisiator pengelola konflik. Model pembiaran 
ini semakin meneguhkan kesimpulan   bahwa 
telah   ada   ‘konsensus’ antara aktor-aktor 
politik yang sedang berkuasa. Sehingga 
yang terjadi adalah, partai politik   dan   elit 
berkuasa   menjadi   aktor dominan pengendali 
konflik, dengan tujuan memuluskan strategi 
pemenangan calon mereka dalam Pemilukada 
Kota Blitar.
Dari beberapa penelitian sebelumnya 
terdapat perbedaan dan persamaan. 
Persamaan dengan penelitian sebelumnya 
terkait dengan konflik pemilihan kepala 
daerah bahwa dalam pemilihan kepala 
daerah tidak bisa dihindari yang namanya 
konflik, hal ini disebabkan karena dalam 
pemilihan kepala daerah masing-masing 
masyarakat mempunyai pilihan yang 
berbeda-beda. perbedaan penelitian penulis 
dengan penelitian sebelumnya terletak pada 
resolusi konfliknya dimana pada penelitian 
sebelumnya penyelesaian konflik di selesaikan 
pada tingkat penyelenggara pemilu dalam hal 
ini KPUD dan Bawaslu bahkan sampai pada 
tingkat pengadilan. 
A. Sumber Konflik 
Pilkada di Kecamatan talaga raya
Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton 
Tengah Sulawesi Tenggara secara geografis 
merupakan wilayah kepulauan. Kecamatan 
Talaga Raya terdiri dari enam (6) desa dan satu 
(1) kelurahan, dimana hampir semua wilayah 
desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Talaga 
Raya merupakan pulau yang dikelilingi oleh 
lautan, seperti halnya Desa Talaga Besar dan 
Desa Kokoe, Desa Wulu yang berada di Kaebena 
sedangkan Desa Talaga I dan Desa Talaga II 
serta pemekarannya (desa Pangilia dan Desa 
Liwulompona) berada di pulau Talaga Kecil. 
Di daerah ini hampir di pastikan dalam setiap 
kali ada pemilihan, baik itu pemilihan kepala 
desa, DPRD maupun Kepala Daerah/ Bupati 
pasti akan terjadi konflik dalam masyarakat. 
Konflik yang terjadi pada masyarakat Talaga 
Raya disebabkan oleh beberapa hal yaitu 
perbedaan pilihan,  kesalah Pahaman, Ada 
yang merasa dirugikan, dan perasaan sensitif. 
1. Perbedaan Pilihan
Konflik pilkada di Kecamatan Talaga Raya 
di awali dari pemilihan kepala desa di Desa 
Talaga Besar dan Desa Pangilia, dimana Dua 
Bulan sebelum dilaksanakannya pemilihan 
kepala daerah di kedua desa tersebut lebih 
dulu melakukan pemilihan kepala desa 
sehingga konflik di Kecamatan Talaga 
Raya berlanjut pada saat pemilihan kepala 
daerah, hal ini disebabkan karena antara 
pihak yang kalah dan pihak yang menang 
dalam pemilihan kepala desa berbeda 
dukungan. Perbedaan dukungan ini ternyata 
memperpanjang konflik kedua belah pihak 
sampai pada saat masuknya musim kampanye 
pilkada di Kabupaten Buton Tengah. Pada 
saat kampanye berlangsung, setiap malam 
masing-masing kubu saling menjaga, dan 
saling mencurigai satu sama lain. Kondisi ini 
telah membawah suasana desa yang tadinya 
bersahabat menjadi sangat mencekam. 
2. salah Paham
Pemahaman yang salah adalah salah 
satu hal yang saling bertentangan. Secara 
umum, keterampilan komunikasi yang buruk 
menyebabkan kondisi ini. Kemampuan untuk 
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berkomunikasi baik dalam hal pengiriman 
dan penerimaan informasi. Beberapa 
informasi yang diterima oleh seseorang 
dapat dikacaukan jika konteks atau tujuan 
informasi tersebut berbeda dari informasi 
yang diberikan atau dikirimkan oleh orang 
tersebut. Dalam banyak kasus, dari hal-hal 
sepele dalam kehidupan sehari-hari hingga 
kesalahpahaman oleh elit politik yang 
memengaruhi kehidupan masyarakat. 
Kesalah pahaman dalam pilkada di 
Kecamatan Talaga Raya telah membawah 
konflik yang  berkepanjangan mulai dari 
sebelum pilkada sampai pilkada selesai. Salah 
paham dalam masyarakat ini terkait dengan 
pengadaan sumber air bersih. Pengadaan 
sumber air bersih di Kecamatan Talaga Raya 
di mulai pada awal tahun 2017 oleh bupati 
pelaksana yang kembali mencalonkan diri 
dalam pilkada bulan Februari 2017. Pengadaan 
air bersih ini ternyata telah membawah 
kesalahpahaman dalam masyarakat. Hal 
ini disebabkan karena para pendukung 
dari incumbent mempolitisasi air tersebut 
dengan menyampaikan kepada para warga 
yang bukan pendukung bahwa air tersebut 
milik Bupati, sehingga bagi warga yang tidak 
memilih bupati incumbent dilarang mengambil 
air.   
Pelarang pengambilan air ini telah 
memicu konlik di masyarakat, padahal dari 
hasil konfirmasi masyarakat kepada bupati 
bahwa air tersebut diperuntukan pada 
seluruh masyarakat Kecamatan Talaga Raya 
terutama yang tinggal di Ibu Kota Kecamatan. 
Namun karena masyarakat yang tidak pro 
kepada bupati terlanjur salah paham sehingga 
mereka pun berinisiatif untuk mengadakan 
pipa air yang sama yang di datangkan dari 
pulau Kabaena.
3. ada Pihak yang dirugikan
Tindakan salah satu pihak dapat dianggap 
merugikan pihak lain atau pihak lain akan 
merasa dirugikan sejauh seseorang yang 
dirugikan tidak nyaman, tidak bahagia atau 
bahkan membenci. Tindakan para pendukung 
calon dalam pemberian dukungan di 
Kecamatan Talaga Raya telah membawah 
kerugian pada pihak lain. Kerugian 
yang dirasakan oleh masyarakat adalah 
pembagian atau pengalokasian air bersih 
yang sudah sekian puluh tahun di harapkan 
oleh masyarakat untuk kesejahteraan tapi 
ternyata di politisasi oleh sebagian orang 
sehingga yang bisa menyambung pipa untuk 
mendapatkan air bersih hanya kelompoknya 
saja. Politisasi air di Kecamatan Talaga Raya 
telah menimbulkan reaksi konflik horizontal 
dan vertikal. 
Konflik Horizontal dalam masyarakat ini 
terjadi karena sebagian masyarakat merasa 
dirugikan dengan tidak di bolehkannya 
memasang pipa air untuk disambungkan 
dirumah mereka oleh masyarakat yang 
merasa diberikan amanat untuk mengelola 
pipa air tesebut.  Asal-usul hubungan budaya, 
ekonomi, dan politik adalah perjuangan 
untuk sumber tanah, status sosial, dan energi, 
yang ketersediaannya di masyarakat sangat 
terbatas dan distribusinya tidak merata. 
Distribusi sosial yang tidak adil dipandang 
sebagai jenis ketidaksetaraan dalam 
masyarakat. Ketidaksetaraan ini mendorong 
pihak-pihak tertentu untuk berjuang untuk 
mendapatkan dan meningkatkannya bagi 
mereka yang memiliki sumber daya sosial 
yang relatif kecil atau besar. Sementara 
yang menerima layanan sosial mencoba 
melestarikan dan menambahnya.
Konflik Vertikal, perseteruan antar warga 
terkait dengan sumber kepemilikan air di 
Kecamatan Talaga Raya telah membawah pula 
dampak pada konflik vertikal, yaitu konflik 
yang terjadi antara Kepala Desa Pangilia 
dengan warganya yang menguasai sumber air. 
Konflik vertikal ini  hampir mengarah kepada 
kekerasan karena kepala desa tidak senang 
dengan banyaknya warga yang mengaduhkan 
masalah air.
B. RESOLUSI KONFLIK PILKADA DI 
KECAMATAN TALAGA RAYA
Resolusi konflik yang dalam bahasa 
Inggris resolusi konflik memiliki arti yang 
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berbeda menurut para ahli yang berfokus 
pada penelitian tentang konflik. Resolusi 
dalam webster distionary menurut Levine 
adalah (1) tindakan penyelesaian masalah, 
(2) pemecahan, (3) menghilangkan atau 
menghilangkan masalah. Resolusi konflik, 
menurut Fisher et al., Adalah upaya untuk 
mengatasi penyebab konflik dan upaya 
untuk membangun hubungan baru antara 
pihak-pihak yang bertikai. Sebagai proses 
sosial yang kompleks, penyelesaian konflik 
tampaknya ditangani dalam situasi di mana 
kepentingan friksi dapat dipenuhi dan 
saling menguntungkan dapat dikembangkan 
(Disetasi UPI 2005).
Penyelesaian konflik dalam kehidupan 
sosial manusia adalah langkah yang harus 
diambil agar tidak membuat dampak besar 
pada pengurangan konflik. Konflik selalu 
melekat pada situasi apa pun, konflik bisa 
lebih baik, atmosfer bisa bertambah buruk, 
konflik bisa terpisah, hubungan yang ada 
terputus, atau sebaliknya. Konflik mungkin 
positif jika mereka dapat dikelola, dikelola, 
dan diselesaikan dengan baik dan benar. 
Penyelesaian sengketa dalam masyarakat 
biasanya mengambil dua bentuk: yudisial 
(litigasi pengadilan) dan arbitrasi melalui 
mekanisme yang mapan dan penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan. Namun 
penyelesaian konflik di Kecamatan Talaga 
Raya dalam penyelesaian konflik pilkada 
dilakukan dengan berbagai macam cara 
seperti pengabaian, kompromi dan melalui 
gotong royong.
1. Pengabaian
Idealnya, demokrasi harus 
menggambarkan tata kelola konflik dengan 
tiga aspek manajemen yang berfungsi 
secara dinamis. Meskipun selalu ada model 
organisasi yang berbeda dalam setiap tata 
kelola konflik. Fakta ini kemudian difasilitasi 
oleh desentralisasi kekuasaan dan otonomi 
daerah yang memberi kemungkinan bahwa 
manajemen konflik institusional dapat 
dibangun di tingkat daerah. Penyelesaian 
konflik Pemilihan Kepala Daerah di 
Kecamatan Talaga Raya dilakukan dengan 
cara pihak kepala desa mendiamkan masalah 
yang dialami dalam pilkada, pada prinsipnya 
menurut kepala desa Talaga II nanti juga 
akan diam sendiri, hal ini sesuai dengan hasil 
wawancara penulis berikut :
“Konflik yang terjadi di desa Talaga II kalau 
saya, saya bi-biarkan saja kebetulan kan di 
desa Talaga II tidak sekeras di desa Pangilia, 
karena mereka hampir semua masyarakatnya 
berbeda pilihan atau dukungan. Sementara di 
Desa Talaga II yang berkonflik itu tidak terlalu 
banyak, kalau tidak salah hanya  3 Orang 
kayaknya maka dengan cara saya diamkan 
saja mudah-mudahan juga nati akan sadar 
sendiri masing-masing pihak yang bertikai 
(Kepala Desa Talaga).
Penyelesaian konflik dalam  pemilihan 
kepala daerah dengan cara didiamkan ini 
pernah diterapkan pada konflik pilkada Kota 
Blitar, ‘model pembiaran’ oleh penyelenggara 
Pemilu,   Pemerintah   Daerah dan  pihak 
kepolisian.  Pembiaran  ini berlindung di 
bawah dalih; di satu sisi, Pemerintah Daerah 
dan Kepolisian tidak memiliki kewenangan 
intervensi atas proses Pemilukada, sementara 
di sisi lain KPUD dan Panwaslu merasa tidak 
mendapatkan amanat dari Undang-undang 
untuk mengemban peran sebagai mediator/
inisiator pengelola konflik. Model pembiaran 
ini semakin meneguhkan kesimpulan   bahwa 
telah   ada   ‘konsensus’ antara aktor-aktor 
politik yang sedang berkuasa. Sehingga 
yang terjadi adalah, partai politik   dan   elit 
berkuasa   menjadi   aktor dominan pengendali 
konflik, dengan tujuan memuluskan strategi 
pemenangan calon mereka dalam Pemilukada 
Kota Blitar.
Perbedaan dengan penyelesaian konflik 
di Kecamatan Talaga Raya, pembiaran bukan 
dilakukan oleh penyelenggara pemilu tetapi 
dilakukan oleh pemerintah desa karena kepala 
desa beranggapan bahwa dengan didiamkan 
maka akan selesai dengan sendirinya 
konflik yang terjadi di masyarakat. Hal ini 
ternyata cukup efektif dalam penyelesaian 
konflik  paska pemilihan kepala daerah di 
desa Talaga II. Masyarakat yang berkonflik 
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menjadi bersatu kembali, dan para pihak 
yang berkonflik hubungannya semakin erat, 
ini dibuktikan dengan hadirnya mereka pada 
acara haroa dengan duduk berdampingan. 
2. Kompromi
Kompromi adalah suatu bentuk komu-
nikasi antara pihak yang berselisih untuk 
menemukan solusi atau jalan tengah, agar tidak 
membahayakan siapa pun. Untuk mencapai 
kesepakatan, para pihak yang terkait harus 
siap untuk mengurangi tuntutan mereka agar 
semua pihak mendapat manfaat.  Salah satu 
kompromi yang dilakukan dalam penyelesaian 
konflik terkait dengan sumber air tawar di ibu 
kota Kecamatan Talaga Raya adalah dengan 
mempertemukan pihak yang menguasai 
sumber air tawar dengan masyarakat yang 
membutuhkan air oleh kepala desa Pangilia. 
Hasil pertemuan tersebut disepakati dengan 
bersedianya pihak yang diamanatkan untuk 
menjaga sumber air untuk membagikan air 
tawar kepada masyarakat.
Keinginan pihak-pihak terkait untuk me-
nuntut dan idealisme mereka merupakan 
faktor penting dalam kompromi. Pihak-pihak 
serupa harus siap untuk dapat menuntut 
mereka demi keuntungan kedua belah pihak. 
Jika suatu pihak menuntut tuntutannya pada 
perjanjian atau negosiasi dan tidak ingin 
idealismenya dikurangi, maka kompromi 
tidak akan tercapai dan perselisihan akan 
tetap ada.
Dari hasil penelitian penulis menemukan 
kompromi yang dilakukan oleh para kepala 
desa di Kecamatan Talaga Raya cukup efektif 
karena kompromi yang dilakukan para kepala 
desa dengan cara selain mengundang secara 
resmi para pihak yang berkonflik untuk 
datang bernusyaarah di Balai Desa, para kepala 
desa juga mendatangi rumah yang berkonflik 
untuk menyelesaikan konflik pilkada yang 
telah berlangsung lama agar tidak mengarah 
kepada konflik fisik. 
Meskipun kompromi adalah cara yang 
damai dan sangat dianjurkan, kompromi 
tidak mengkompromikan aspek-aspek 
tertentu. Masalah-masalah utama, misalnya 
agama, kedaulatan negara, dll., Tidak dapat 
membahayakan atau dikompromikan. 
Seperti halnya organisme, sistem sosial 
tidak selalu berfungsi secara fungsional, 
seperti yang diketahui dalam perspektif 
Parson. Sistem sosial tidak selalu terintegrasi 
satu sama lain, sebaliknya mereka akan 
mengalami kontradiksi karena perbedaan 
kepentingan. Kolaborasi kelompok tidak 
selalu menggambarkan sistem sosial yang 
dimasukkan. Kontradiksi dan konflik 
yang muncul dalam kehidupan sosial 
mempengaruhi penyesuaian sistem sosial, 
sehingga setiap kelompok, entitas atau badan 
berusaha mencari solusi untuk konflik. Pada 
prinsipnya, masyarakat memiliki potensi 
untuk mengelola konflik secara positif dan 
fungsional.
Dinamika kelompok sering mengha dapi 
alokasi aset yang tidak setara. Ketidakseim-
bangan sumber daya ini disebabkan oleh 
dominasi politik kelompok yang kuat yang 
menghalangi akses kelompok lain ke sumber 
daya bersama. Dalam proses selanjutnya, 
ketidakseimbangan ini akan menyebabkan 
perselisihan vertikal. Meningkatnya 
kesadaran akan minat akan mendorong perta-
nyaan tentang penyebab penindasan dan 
mulai meng organisir diri untuk memerangi 
kehadiran dan memenuhi hak-hak kolektif 
anggota kelompok yang berkuasa. Jika bobot 
dan eskalasi konflik top-down lebih besar, 
maka akan dapat membawa perubahan pada 
struktur yang ada. Dalam kehidupan sosial, 
konflik vertikal sering digunakan untuk 
menjelaskan konflik yang terjadi dalam 
interaksi antara negara dan rakyat. Negara 
sebagai entitas politik yang memiliki kekuatan 
dan kekuatan cenderung menentang warga 
negara yang berada dalam kontrol politik 
bangsa. Konflik muncul secara tidak merata 
dalam kelompok ini dan seringkali adalah 
mereka yang dikalahkan atau dituduh. Karena 
negara memiliki segala cara dan instrumen 
yang mewajibkan orang untuk mengakui 
kepentingan negara.
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3. Gotong royong Pembangunan Masjid
Saling bekerja sama adalah suatu 
bentuk pengabdian masyarakat yang berarti 
kemitraan untuk mencapai hasil yang 
diinginkan. Kehidupan dalam komunitas 
sosial juga harus melibatkan kerja sama / 
kerja sama timbal balik. Penyelesaian konflik 
lain dilakukan oleh Kepala Desa Talaga Besar 
dengan melalui gotong royong di masjid, 
semua warga di desa ini diajak untuk bersama-
sama menuju mesjid setiap hari minggu guna 
melakukan kerja bakti. Cara ini ternyata bisa 
meredam konflik yang selama ini terjadi, 
dengan bersama-samanya masyarakat dalam 
membangun masjid maka majid yang selama 
ini terbengkalai pembangunannya akhirnya 
bisa dibanggun bersama-sama.  Gotong royong 
membangun masjid ini penulis tampilkan 
dalam kutipan wawancara berikut”
“di desa ini setelah pilkades dan 
dilanjutkan dengan pilkada, maka masyarakat 
di sini kurang akur. Bayangkan saja biasanya 
kalau sudah waktu shalat maghrib itu biasanya 
banyak, namun gara-gara pilkada akhirnya 
banyak orang yang tidak mau datang shlat 
dimesjid. Tapi alhamdulillah setelah selesai 
pilkada maka kami disampaikan oleh bapak 
kepala desa bahwa konflik yang selama ini 
berlangsung harus di akhiri karena kita 
semua sudah mau baku bunuh, padahal 
kalau kita pikir siapapun yang menang  kita 
ini bisa hidup terkecuali kita mencari hidup 
sendiri untuk itu marilah kita bersama-sama 
membangun mesjid kita supaya kita bisa 
shalat dengan nyaman” (Bapak La Sago).  
Untuk membangun hubungan sosialisasi 
yang baik, untuk menciptakan lingkungan 
yang bersih dan sehat, untuk memperkuat 
peran sebagai orang tua, kerja sama 
harus didorong dalam kehidupan sosial 
dan kedamaian dan kenyamanan melalui 
hubungan sosial yang baik dapat dicapai. Oleh 
karena itu, untuk mewujudkan kepentingan 
bersama, kita harus memasukkan konsep 
kerja sama timbal balik di lingkungan publik. 
Memulai apresiasi terhadap pentingnya 
perdamaian dalam masyarakat, upaya 
pemerintah untuk membangun stabilitas 
politik telah ditegakkan oleh strategi 
ideologis. Pemerintah merumuskan ideologi 
pendekatan ‘harmoni’ untuk apa yang 
dikenal sebagai ‘persidangan S’, harmonis, 
seimbang dan harmonis. Filsafat persatuan 
Orde Baru cenderung dijelaskan oleh ajaran 
agama dan budaya, yang menekankan 
perdamaian kehidupan di masyarakat. Dalam 
ajaran-ajaran Allah, orang berkewajiban 
untuk mematuhi perintah-Nya, hidup dalam 
harmoni, harmoni, dan keseimbangan dengan 
orang lain dan dengan alam. Dalam budaya 
administrasi negara Indonesia, ideologi negara 
Pancasila melegitimasi kehidupan sosial yang 
harmonis, sejahtera, bebas, sehat dan bahagia. 
Orde Baru secara politis mengabadikan 
filosofi perdamaian. Akselerasi penerimaan 
ideologi harmoni dalam masyarakat dicapai 
melalui berbagai strategi, dari menutup pintu 
perbedaan pendapat hingga indoktrinasi 
sistematis dengan meningkatkan pendidikan 
moral Pancasila (P4).
C. Dampak Konflik Pilkada di Kecamatan 
talaga raya
Di seluruh masyarakat, demokrasi 
ditujukan untuk membangun tatanan 
sosial dan politik. Demokrasi menyediakan 
cara untuk mencapai konsensus tentang 
perbedaan pendapat. Penanganan perbedaan 
dalam konsensus tergantung pada apakah 
masyarakat dewasa untuk menghargai 
perbedaan. Perbedaan mudah dikelola dan 
diselesaikan dalam masyarakat yang memiliki 
budaya homogen sehingga tercipta konsensus. 
Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki 
populasi heterogen, konsensus sulit dicapai 
karena prioritas yang muncul memiliki 
konteks budaya, sosial dan politik yang 
berbeda. Oleh karena itu, jika otonomi daerah 
dianggap sebagai proses demokratisasi, ia 
harus digunakan sebagai instrumen untuk 
mengelola konflik yang sudah mapan, 
seperti sengketa vertikal antara pusat dan 
daerah, antara warga dan negara atau konflik 
horizontal antara kelompok masyarakat.
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Sebagai contoh, proses psikologis yang 
dikenal sebagai konflik adalah bentuk 
disosiasi. Meskipun demikian, meskipun 
selalu bising dan intens, sistem konflik sering 
kali memiliki dampak positif bagi masyarakat. 
Misalnya, konflik yang terjadi dalam diskusi 
jelas akan unggul, sementara pemikiran 
yang tidak direvisi dengan baik dikecualikan. 
Apakah hasil positif dari konflik tergantung 
pada masalah dalam konflik dan juga pada 
struktur sosial di mana konflik terjadi. Oleh 
karena itu ada dua dampak konflik terhadap 
masyarakat Kecamatan Talaga Raya, yaitu 
dampak positif dan dampak negatif.
1. dampak Positif
Dampak positif dari konflik yang terjadi di 
Kecamatan Talaga Raya adalah bertambahnya 
sumber air tawar di kecamatan talaga raya 
dimana seblum berkonflik hanya cuman ada 
satu namun setelah berkonflik sumber air di 
kecamatan talaga raya menjadi 3, sumber air 
ini selain diadakan oleh masyarakat melalui 
sumberdaya dengan patungan membeli 
pipa, sumber air taar juga didatngkan oleh 
pihak calon bupati pada saat kampanye 
dan pada saat kampanye air yang ada tidak 
meminta uang muka, namun nanti apabila 
pilkada selesai maka setiap orang yang akan 
memasang air untuk mendapatkan air tawar 
maka akan dikenakan bayaran uang muka 
sebesar 3 juta rupiah. 
Dampak positif lain dengan adanya konflik 
ini adalah masyarakat yang tadinya terkotak-
kotak karena adanya beda pilihan maka 
setelah konflik terjadi, masyarakat sekarang 
menjadi bersatu dan mulai datang di masjid 
untuk melakukan kerja bakti bukan cuman 
itu masyarakat yang tadinya berkonflik 
berlomba-lomba mengedarkan proposal 
kepihak donatur untuk pembangunan masjid.
Konflik memiliki efek merusak, di 
satu sisi. Sebaliknya, konflik juga dapat 
membantu orang atau kelompok tertentu. 
Motivasi individu memainkan peran penting 
dalam penciptaan konflik dalam konteks ini. 
Konflik digunakan dengan sengaja untuk 
meningkatkan posisi negosiasi yang dapat 
membawa manfaat ekonomi, politik atau 
keduanya. Latar belakang ini adalah kata 
aktor intelektual. Seperti konflik antar suku 
yang memotivasi orang untuk mengambil 
alih kekuasaan dalam struktur pemerintahan. 
Sementara pendekatan pribadi atau individu 
terhadap motivasi tidak dapat memberikan 
laporan yang memuaskan tentang 
perselisihan, motivasi individu tidak dapat 
disangkal tetapi memainkan peran utama 
dalam konflik. 
Konflik juga berarti suatu bentuk kontrak 
sosial yang gagal antara berbagai suku atau 
antara orang dan pemerintah. Teori perjanjian 
politik Stewart adalah bahwa stabilitas sosial 
secara eksplisit bervariasi dari asumsi bahwa 
rakyat dan pemerintah memiliki kontrak 
sosial. Selama otoritas ini digunakan untuk 
menyediakan layanan untuk kondisi keuangan 
yang menguntungkan, kontrak sosial dapat 
dilihat untuk menerima otoritas pemerintah 
oleh penduduk. Seperti disebutkan di atas, 
tekanan populasi menyebabkan kekurangan 
sumber daya dan kerusakan lingkungan, yang 
mengakibatkan timbulnya kemiskinan sebagai 
bentuk ketidaksetaraan ekonomi dan politik 
dalam masyarakat. Teori perang hijau adalah 
bahwa kemakmuran dan ketidaksetaraan 
mendorong perjuangan melawan kontrol 
lingkungan.
Pemilukada secara langsung  memungkin-
kan proses  yang  lebih  partisipasi. Partisi-
pasi yang efektif akan membuka akses 
dan meningkatkan pengaruh masyarakat 
sebagai aktor dalam pemilihan lokal pasca 
konflik dengan cara keterlibatan langsung 
merupakan prasyarat bagi demokrasi 
rakyat dalam konteks politik dan legislatif. 
Pemilihan kepala daerah setelah konflik 
memberi masyarakat ruang dan pilihan 
untuk mengidentifikasi para pemimpin 
potensial dengan kemampuan, komitmen 
yang solid dan valid di mata masyarakat 
untuk memberikan dukungan kepemimpinan 
baru dan kepercayaan dari masyarakat 
yang lebih luas dan untuk menciptakan rasa 
tanggung jawab bersama. Sang kepala daerah 
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lebih merasa mendapatkan dukungan dari 
masyarakat.
2. dampak negatif  
Penghancuran kesatuan kelompok. Jika 
konflik tidak terselesaikan dengan sukses 
menyebabkan kekerasan atau perang, 
maka kesatuan kelompok secara alami akan 
dihancurkan. Hancurnya kesatuan kelompok 
di kecamatan Talaga Raya berlangsun cukup 
lama dimana masing-masing pihak uman mau 
hadir pada acara di lakukan oleh kelompoknya, 
bukan cuman itu konflik pilkada telak 
membawah masyarakat Kecamatan Talaga 
Raya menjadi terkotak-kotak, baik itu antara 
desa maupun antara keluarga dalam satu 
desa. 
Dalam kelompok yang mengalami konflik, 
maka satu atau lebih orang dengan kepribadian 
yang awalnya tenang, seorang saudara yang 
lembut, terutama ketika konflik itu mengarah 
pada kekerasan, menjadi marah, agresif, dan 
mudah marah. Konflik pilkada telah merubah 
kepribadian individu dari masyarakat, dari 
hasil pengamatan penulis ada beberapa 
masyarakat yang tadinya pendiam, menjadi 
agresif bahkan setiap hari apabila penulis 
perhatikan di sudut-sudut kecamatan banyak 
yang berbicara tentang politik terkait dengan 
pilkada. 
Penghancuran nilai dan norma sosial yang 
ada. Di antara nilai-nilai sosial dan norma-
norma dan konflik, ada hubungan korelasional, 
yang menunjukkan bahwa perselisihan dapat 
muncul yang mengakibatkan hilangnya 
nilai-nilai sosial dan norma-norma karena 
ketidakpatuhan anggota masyarakat sebagai 
akibat dari konflik. Menurut Mindes, 
penyelesaian perselisihan adalah fitur 
penting dari pertumbuhan sosial dan moral 
yang melibatkan kedewasaan dan penilaian 
untuk bernegosiasi, berkompromi dan 
menumbuhkan rasa keadilan, dan mampu 
mengatasi ketidaksepakatan dari orang 
lain. Struktur kekuasaan yang terpusat dan 
kebijakan yang menurun telah berkontribusi 
pada ketidakseimbangan budaya, politik 
dan ekonomi dalam masyarakat. Birokrasi 
menjadi pendorong politik pemerintah. 
Otoritas birokrasi bertindak pasif, menunggu 
perintah atasan mereka dan mengabaikan 
kepentingan publik, selama mereka puas 
(ABS). Masyarakat tidak dapat menangani 
dan menyelesaikan konflik yang dihadapinya 
secara individual dan memberikan sistem 
kekuasaan kesetiaan yang berlebihan. 
Pertumbuhan LSM, yang mencerminkan 
tanggapan otoriter pemerintah terhadap 
minat dan keinginan masyarakat, berpotensi 
menghambat pembangunan.
iV. KEsiMPULan
Konflik yang timbul sebelum dan 
sesudah pilkada disebabkan oleh beberapa 
faktor atau sumber yaitu Perbedaan Pilihan, 
hal ini disebabkan karena perbedaan 
dukungan antara pihak yang kalah dan 
yang memenangkan pemilihan kepala 
desa. Perbedaan dukungan ini ternyata 
memperpanjang konflik kedua belah pihak 
sampai pada saat masuknya musim kampanye 
pilkada di Kabupaten Buton Tengah. Salah 
Paham, merupakan salah satu hal yang 
rawan konflik. Secara khusus, keterampilan 
komunikasi yang buruk berkontribusi pada 
situasi seperti ini. Ada pihak yang dirugikan, 
Tindakan masing-masing pihak dapat 
dianggap berbahaya bagi pihak lain, atau 
masing-masing pihak merasa lemah untuk 
merasa tidak nyaman, kesal, atau bahkan 
dendam oleh pihak lain. Tindakan para 
pendukung calon dalam pemberian dukungan 
di Kecamatan Talaga Raya telah membawah 
kerugian pada pihak lain. Perasaan Sensitif, 
Perasaan sensitif yang terjadi pada pilkada 
Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan 
Talaga Raya sebelum dan sesudah pilkada 
membuat kelompok para pendukung mudah 
terprovokasi oleh pihak lawan.
Resolusi Konflik yang terjadi pada konflik 
pilkada di Kecamatan Talaga Raya di lakukan 
melalui pengabaian yaitu pihak kepala desa 
membiarkan warga yang bertikai dengan 
asumsi bahwa nantinya akan akur dengan 
sendirinya dan hal ini terbukti efektif dalam 
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menyelesaikan konflik di Kecamatan Talaga 
Raya., Kompromi  yaitu para kepala desa 
mengundang secara resmi para pihak yang 
berkonflik untuk datang bermusyawarah di 
Balai Desa, para kepala desa juga mendatangi 
rumah yang berkonflik untuk menyelesaikan 
konflik pilkada yang telah berlangsung lama 
agar tidak mengarah kepada konflik fisik., dan 
melalui Gotong Royong yaitu semua warga di 
desa ini diajak untuk bersama-sama menuju 
mesjid setiap hari minggu guna melakukan 
kerja bakti. 
Dampak Konflik dari pilkada di Kecamatan 
Talaga Raya dapat dibagi dalam dua bagian 
yaitu dampak negatif dan dampak positif. 
Dampak positif dari konflik yang terjadi di 
Kecamatan Talaga Raya adalah bertambahnya 
sumber air tawar di Kecamatan Talaga Raya 
dimana seblum berkonflik cuman ada satu 
namun setelah berkonflik sumber air di 
Kecamatan Talaga Raya menjadi tiga. Dampak 
Negatif yaitu Hancurnya kesatuan kelompok 
di kecamatan Talaga Raya berlangsun cukup 
lama dimana masing-masing pihak uman mau 
hadir pada acara di lakukan oleh kelompoknya, 
bukan cuman itu konflik pilkada telak 
membawah masyarakat Kecamatan Talaga 
Raya menjadi terkotak-kotak, baik itu antara 
desa maupun antara keluarga dalam satu 
desa. 
Olehnya itu, Hendaknya pemerintah dapat 
mengenali semua konflik yang ada dalam 
masyarakat untuk dapat menyelesaikan 
konflik dengan cepat supaya konflik yang 
terjadi tidak berlarut-larut sehingga tidak 
mengarah kepada kekerasan fisik. Konflik 
yang mengarah kepada hal-hal yang positif 
harus tetap dipertahankan agar konflik 
yang berpotensi kepada kontak fisik dapat 
dihindari. Penyelesaian Konflik dengan cara 
kearifan lokal sangat dibutuhkan terutama 
dalam penyelesaian konflik dengan jalan 
gotong royong akan menambah keakraban 
dalam masyarakat sehingga kekompakan 
warga akan terus terjaga.
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